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ABSTRAK 

PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG -UNDANG NOMOR 23 

TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK 

TERDAFTAR SECARA SAH KE NEGARA (PERNIKAHAN SIRI) 

 

Oleh : 

HASRULLAH 

502018029 

 

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung 

bersifat latenhingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan 

kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang 

seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanangan yang sungguh-sungguh 

dari masyarakat dan pemerintah. 

Tujuan penelitian ini metode pendekatan kualitatif selanjutnya disajikan 

secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan 

terarah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Penerapan Pasal 44 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkawinan Yang Tidak Terdaftar Secara Sah Ke 

Negara (Pernikahan Siri ) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya 

library research (penelitian pustaka). Dengan cara melakukan kegiatan membaca, 

mengkaji, menelaah sumber kepustakaan, yaitu berupa data-data primer dan data-

data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dari itu terhadap suatu pernikahan siri 

yang terlibat tindak pidana penganiayaan dalam lingkup rumah tangga masih tetap 

diterapkan delik penganiayaan sebagaimana yg diatur dalam KUHP (351-352-353-

354). Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT merupakan lex spesialis dari delik 

penganiayaan yang diatur oleh KUHP Pada hakikatnya pasal 44 ayat 1 Undang-

Undang KDRT merupakan lex spesialis (aturan khusus menyampingkan aturan 

umum) dari delik penganiayaan yang diatur dalam KUHP, namun pasal 44 ayat (1) 

Undang-Undang KDRT dapat dikatakan lex spesialis ketika rumah tangga tersebut 

terdaftar dan diakui oleh negara, namun terhadap suatu pernikahan siri tindak 

pidana tersebut hanya dapat diterapkan delik penganiayaan yang diatur dalam 

KUHP. 

Kata kunci : Kekerasan, Pernikahan Siri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkawinan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup 

manusia. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga 

merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan 

bekerja sama di dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara 

kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau  perkawinan. Hal ini seperti 

ditegaskan oleh Donald Light bahwa “a family as two or more person living 

together and related by blood, marriage or adoption”. Jadi keluarga adalah 

kehidupan bersama dari dua orang atau lebih yang diikat oleh hubungan darah, 

perkawinan atau adopsi. Dengan demikian keluarga terbentuk dari adanya suatu 

tahapan dari siklus hidup manusia yaitu perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan 

tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, 

kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara 

hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga 

perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun 

religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak 

melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.1  

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah merupakan salah satu bentuk 

kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut 

                                                             
1 Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto pemaknaan-perkawinan 

studi kasus 
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dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun 

demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak 

semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Tindak 

kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagi 

pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga 

berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kdrt 

adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari 

kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap 

rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa. Kekerasan dalam rumah 

tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru.Namun, selama ini selalu 

dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga,maupun oleh korban sendiri atau 

keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang 

spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku 

dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-

pembantu rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu 

permasalahan dalam keluarga.  

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, 

suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum 

pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai 

penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan 

korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih 

jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup 
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oleh badai pertengkaran dan percekcokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri 

manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.  

 Dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat 

perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari 

kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan 

derajat dan martabat kemanusian.2 

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung 

bersifat latenhingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan 

kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang 

seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanangan yang sungguh-sungguh 

dari masyarakat dan pemerintah.3 

Maka kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Disisi lain 

dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan 

ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-

                                                             
2 Alimuddin, 2014, Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama, Penerbit CV. Mandar 

Maju Bandung, hlm. 38 
3 Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php 

/ham/article/ download/66/13 
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Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga ( PKDRT ) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.  

Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam 

deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap 

perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang 

mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap 

perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan 

kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik. Kekerasan 

terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan 

tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara 

psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan 

accidental tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian 

pada perempuan. Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan 

terhadap perempuan hanya kaum pria saja, namun dalam kehidupan keluarga sering 

terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak 

kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami yang 

semestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan 

anggota keluarganya.  

Dalam KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) mendapat tanggapan yang 

serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan 

pemerintah maupun non pemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah 
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Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab 

kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa 

penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, 

rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya 

mewarnai kehidupan masyarakat kita.  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ), Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau 

penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 

percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-undang ini juga 

tidak bertujuan untuk mendorong perceraian,sebagaimana sering dituduhkan orang. 

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru 

bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar ) harmonis 

dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi 

korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik ( privat ) 

yang udah boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pel ggaran hak asasi 

manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi 

yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan 

negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak 
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pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ), dan melindungi korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ).  

Bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini 

sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat 

bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya 

suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini 

penting untuk perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada 

kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik. Penelantaran 

perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup 

pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada 

lingkungan rumah tangga. Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena 

kecelakaan pada perempuan. 4 

Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal 

atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal Pelanggaran seksual, setiap 

aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan. Pelanggaran 

seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. 

Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang 

berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan. 

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah 

tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor 

internal.Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada 

keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua 

bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap 

istri,pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi 

bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang 

tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang 

                                                             
4 Herkutanto, 2000, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam 

buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung , PT. Alumni, Hal 25 
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umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam 

karena merasa sia-sia.  

Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaanya 

kepada orang lain. Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan 

akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan 

percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik 

seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, 

keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikosomatis bahkan 

kematian.Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada 

istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami 

penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan 

penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang 

hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami 

perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi 

secara emosional maupun seksual.Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman 

yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, 

dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian 

berusaha menghentikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. 

Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar 

akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya 

yang diperlakukan kejam.  

KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati 

kaum perempuan.Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial 
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mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur 

retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang 

dikandungnya.Warga masyarakat ( individu ) sebagai pihak yang dituju oleh 

peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian penuh kepada hukum 

tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat 

penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa 

didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, 

maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya 

karena perilaku individu bermacam-macam.Hukum tumbuh hidup dan berkembang 

dalam masyarakat.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi:  

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari 

segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat 

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.  

c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah 

perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat 

agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, 

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaan.  
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d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak 

terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan 

terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Namun meskipun tujuan pernikahan sudah sangat jelas secara teori, dari segi 

praktek masih banyak terjadi suatu permasalahan atau bahkan pertengkaran yang 

datang silih berganti dalam sebuah rumah tangga. Di dalam rumah tangga 

ketegangan maupun konflik merupakan hal yang wajar yang biasa terjadi, tak ada 

satupun keluarga yang tidak mengalaminya. Pada tingkatan yang wajar 

pertengkaran bahkan bisa menjadi pewarna yang dapat menambah semarak dan 

hangatnya hubungan antara suami istri. Akan tetap kadang-kadang konflik dan 

ketegangan tersebut berkembang menjadi tindak kekerasan yang dapat 

membahayakan fisik, bahkan nyawa. Membicarakan masalah kekerasan yang 

terjadi dalam rumah tangga (selanjutnya di singkat KDRT) mengingatkan kita pada 

gambaran akan istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami 

yang seweng-wenang kepada mereka. KDRT pada prinsipnya merupakan salah satu 

fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup 

sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.5 

Dari uraian di atas,maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui  

lebih dalam mengenai : PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG -

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERKAWINAN 

YANG TIDAK TERDAFTAR SECARA SAH KE NEGARA ( PERNIKAHAN 

SIRI ). 

B. Rumusan Masalah  

                                                             
5 Prasetyo, A Nunuk. 1998, Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Yogyakarta: 

Kanisius), 24 
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Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :  

1. Apakah pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 

dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi pada 

pernikahan yang tidak terdaftar ke Negara (Pernikahan siri) ?  

2. Apakah pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 

merupakan lex specialis dari delik penganiayaan yang diatur oleh KUHP?  

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap 

apakah pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap rumah tangga yang tidak 

terdaftar secara sah ke Negara (Pernikahan siri), tanpa menutup kemungkinan pula 

menyinggung pula hal - hal lain yang ada kaitannya. 

Tujuan Penelitian adalah :  

1. Untuk mengetahui apakah pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT dapat 

diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi pada pernikahan yang 

tidak terdaftar ke Negara (Pernikahan siri).  

2. Untuk mengetahui pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT merupakan lex 

specialis dari delik penganiayaan yang diatur oleh KUHP atau bukan.  

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.  
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D. Definisi Konseptual  

 

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang 

memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan 

dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta 

untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan 

dikemukakan penjelasan dan batas-batasan istilah yang berkaitan dengan judul 

skripsi ini sebagai berikut: 

 

1. Penerapan adalah kekerasannya ada berlaku undang-undang dalam setiap  

penghapusan  tindak pidana kekerasan terhadap perkawinan  yang tidak 

tercatat  di negara. 

2. Kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT): adalah segala bentuk ancaman, 

pelecehan,dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan 

pernikahan atau anggota keluarga lain, misalnya anak. 

3. Pernikahan siri : pengertian nikah siri merupakan nikah yang tidak dicatatkan 

di pemerintah, dalam hal  ini  Kantor  Urusan Agama (KUA). Sehingga , tidak 

mempunyai kekuatan hukum terlebih pada  ibu dan  anaknya.6 

4. Pernikahan  terdaftar secara sah oleh negara  yaitu : sah  apabila dilakukan  

menurut  hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan .dicatat 

menurut perundang-undangan yang berlaku. 

E. Metode Penelitian 

                                                             
6 http://www.dpr.go.id/dokjdih/documen /uu/24.pdf diakses 25 Oktober 2021 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/documen%20/uu/24.pdf
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya library research 

(penelitian pustaka). Dengan cara melakukan kegiatan membaca, mengkaji, 

menelaah sumber kepustakaan, yaitu berupa data-data primer dan data-data 

sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam melakukan penelitian 

ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

● Teknik pengumpulan data  

a. Data primer yang diperoleh dari badan pustaka terdiri dari : bahan hukum 

yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas :  

a) peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dan sebagainya.7 

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi 

tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi 

tersebut terdiri atas:  

a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.  

b) kamus-kamus hukum.  

c) jurnal-jurnal hukum. dan  

d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan 

petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan 

                                                             
7 Zainuddin Ali. Bab 3 Bahan: Hukum dalam Penelitian Akademik dan Praktisi 47 
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hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat 

kabar, dan sebagainya.8 

e) Internet 

● Teknik pengolahan data  

Setelah data terkumpul,maka data tersebut diolah guna mendapatkan data 

yang terbaik.Dalam pengolahan data tersebut ,penulis melakukan kegiatan editing, 

yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai 

kelengkapan,kejelasan dan kebenarannya,sehingga terhindar dari kekurangan dan 

kesalahan.  

● Analisis data  

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji 

aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis 

yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu 

sama lain untuk mendapatkan surat kesimpulan. 

f) Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan Skripsi fakultas hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 ( empat ) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, 

Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode 

                                                             
8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 33-37 
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Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka 

A. Rumah Tangga 

1. Pengertian Rumah Tangga 

B. Pernikahan Siri 

1. Pengertian Pernikahan Siri 

2. Hak-Hak Istri Akibat Perkawinan Siri 

C. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang 

D. Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

1. Sejarah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam  

Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 (Uu Pkdrt) 

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

3. Macam-Macam  Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Bab III : Pembahasan            

A.  Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang KDRT Dapat Diterapkan Terhadap 

Suatu Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Pernikahan Yang Tidak 

Terdaftar Ke Negara ( Pernikahan Siri).  

B. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang KDRT Merupakan Lex Specialis 

Dari Delik Penganiayaan Yang Diatur Oleh KUHP.  

Bab IV : Penutup 

A. Kesimpulan  

B. Saran 
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